
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON 

NOMOR       TAHUN  2011 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON 

NOMOR   6     TAHUN  2011 
 

T E N T A N G 
 

 

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BUTON, 

Menimbang  :  a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber 
pendapatan daerah  yang penting guna membiayai  
pelaksanaan pemerintahan daerah dalam 
melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta 
mewujudkan kemandirian daerah; 

   b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, Bea Perolehan Hak  Atas Tanah dan 
Bangunan merupakan pajak daerah, dan 
pelaksanaannya harus diatur dengan Peraturan 
Daerah; 

       c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

[Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun  1959  tentang 
Pembentukan Daerah-daerah  Tingkat  II  di 
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1823); 

2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 
104, Tambahan Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Nomor 2034); 

3. Undang–Undang Nomor 6  Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 49,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 3262) sebagaiamana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara 
Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun 2009 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4999); 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang 
Rumah Susun (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3317); 

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang 
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun 1997 Nomor 
42 Tambahan Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 
tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 



  
2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3987); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesi Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor  3851); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 
Pengadilan Pajak  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan 
Lembaran  Negara Republik Indonesia  Nomor 
4189); 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 
2004 Nomor 53,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

7. Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
4437) sebagaimana telah diubah beberapakali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan  antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 
tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-
Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1050 
Nomor 59); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 
tentang Hak Guna Usaha, Hak  Guna Bangunan 
dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3643); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3696); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998  
tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta 
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3746); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 



  
82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 
Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil Daerah; ( Lembaran Daerah Kabupaten 
Buton Nomor 4 Tahun 2004 ) 

16.  Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keungan Daerah Kabupaten Buton (Lembaran 
Daerah Kabupaten Buton Nomor 63 Tahun 2009); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON 
 

Dan  
 

BUPATI  BUTON 

M E M U T U S K A N : 

 

Menetapkan :    PERATURAN  DAERAH   TENTANG   BEA  
PEROLEHAN HAK  ATAS    

TANAH  DAN BANGUNAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN  UMUM 
 

Pasal  1 

 Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :  

1. Daerah adalah Kabupaten Buton. 
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten Buton yang 

selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan 

rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah. 

3. Kepala Daerah adalah Bupati Buton. 
4. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat 

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah 

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri 
Sekretaris Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD, Dinas 
Daerah, Lembaga Tehnis Daerah dan Kecamatan. 

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang 
perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah 
konstribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

8. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun 
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan   
Usaha   Milik    Negara  
(BUMN), atau  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD)  
dengan  nama  dan  dalam  
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, 
persekutuan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial 
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 
usaha tetap. 

9. Nilai Perolehan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat 
NPOP adalah besaran nilai  / harga objek pajak yang 
dipergunakan sebagai dasar pengenaan pajak. 

10. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak, yang 
selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah besaran nilai yang 



  
merupakan batas tertinggi nilai / harga objek pajak yang 
tidak dikenakan pajak. 

11. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP 
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli 
yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat 
sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 

12. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak 
atas perolehan hak atas tanah dan / atau bangunan. 

13. Perolehan atas tanah dan / atau bangunan adalah perbuatan 
atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya 
hak atas tanah dan / atau bangunan oleh orang pribadi atau 
badan. 

14. Hak atas tanah dan / atau bangunan adalah hak atas tanah, 
termasuk pengelolahan, beserta bangunan diatasnya, 
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dibidang 
pertanahan dan bangunan.  

15. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat 
dikenakan pajak. 

16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi 
pembayar  pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, 
yang mepunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. 

17. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender 
atau jangka waktu lain  
yang diatur dengan peraturan Kepala Daerah paling lama 3 
(tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak 
untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang 
terutang. 

18. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) 
tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan 
tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 

19. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada 
suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau 
dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, 
penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan 
kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta 
pengawasan penyetorannya. 

21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak 
digunakan untuk melaporkan perhitungan dan / atau 
pembayaran pajak, objek pajak dan /atau bukan objek pajak, 
dan / atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan pajak daerah. 

22. Surat Setor Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD 
adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang tela 
dilakukan denga menggunakan formulir atau telah 
dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat 
pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
besarnya jumlah pokok pajak yang terutang; 

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang 
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan 
pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, 
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok 
pajak, besarnya sanksi administarsi, dan jumlah pajak yang 
masih harus dibayar. 

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, 
yang selanjutnya  
disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan. 

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya 
disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan jumlah pokok pajak pajak sama besarnya 
dengan jumlah kredit pajak tidak terutang dan tidak ada 
kredit pajak. 

27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang 
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak 



  
yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak 
karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang 
terutang dan seherusnya dibayar. 

28. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 
STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan / 
atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 

29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang 
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan / atau 
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam 
perautran perundang-undangan perpajakan daerah yang 
terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, 
Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan 
Keberatan. 

30. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas 
keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, 
Surat Ketetapan  Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap 
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang 
diajukan oleh wajib pajak. 

31. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas 
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan 
oleh wajib pajak. 

32. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan 
secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi 
keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, 
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan 
penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan 
menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan 
laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. 

33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 
mengolah data, keterangan, dan / atau bukti yang 
dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan 
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan / atau tujuan 
lain dalam rangka melaksanakan ketetentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakn daerah. 

34. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah 
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik 
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan 
bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan 
daerah serta menemukan tersangkanya. 

 

BAB   II 

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK 

Pasal   2 

Nama pajak adalah Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

 

Pasal   3 

(1) Objek pajak  Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah 
perolehan atas tanah dan / atau bangunan. 

(2) Perolehan hak atas tanah dan / atau bangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meluputi : 

a. pemindahan hak karena : 
1. jual beli; 
2. tukar menukar; 
3. hibah; 
4. hibah wasiat; 
5. waris; 
6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; 
7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 
8. penunjukan pembeli dalam lelang; 


